JUKNIS
PELAYANAN PRIMA BERSTANDAR ISO 9001:2015
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Dinas Tenaga Kabupaten Wonogiri menjadi
organisasi yang professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka
merupakan suatu langkah strategis bagi organisasi untuk melaksanakan system
manajemen mutu berdasar standar ISO 9001:2015. Hal ini dilakukan dengan maksud
agar mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
mempunyai standar kualifikasi bertaraf internasional dan konsistensi mutu pelayanan
dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dari waktu ke waktu demi untuk kepuasan
masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Kerangka dan Fungsi Manual Mutu

Manual mutu ini berfungsi untuk menjelaskan penerapan persyaratan SO
9001:2015 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan juga sebagai informasi untuk
pihak luar yang ingin mengetahui mengenai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

Manual Mutu terdiri dari 4 bagian, yaitu :

a. Profil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
b. Ruang Lingkup

¢. Mapping Business Process (Proses Bisnis)

d. Sistem Manajemen Mutu

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

4. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai
Latihan Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019;

9. Peraturan Bupati No. 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

C. KONTEKS ORGANISASI
a. Memahami organisasi dan konteksnya

b. Memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan
¢. Menetapkan lingkup system manajemen mutu

d. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya

D. KEPEMIMPINAN
a. Kepemimpinan dan komitmen

b. Kebijakan

¢. Peran Organisasi, tanggungjawab dan wewenang

E. PERENCANAAN
a. Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang
b. Sasaran mutu dan perencanaan untuk pencapaiannya

¢. Perubahan perencanaan

F. PENDUKUNG
a. Sumber daya
b. Kompetensi
¢. Kesadaran
d. Komunikasi

e. Informasi terdokumentasi



F. OPERASI
a. Perencanaan operasional dan pengendalian -
b. Persyaratan produk dan layanan
c. Perencanaan pengembangan produk dan layanan
d. Pengendalian proses produk dan layanan disediakan pihak eksternal
¢. Produksi dan penyediaan layanan
f. Pelepasan produk dan layanan

g. Pengendalian ketidaksesuaian hasil-hasil

F. EVALUASI KINERJA
a. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
b. Audit internal

¢. Tinjauan manajemen

G. PERBAIKAN

a. Umum
b, Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi

c. Perbaikan berlanjut

H. PENUTUP

Demikian Petujuk Teknis ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Prima
Berstandar ISO 9001:2015.
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